
Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan 

Volume 1, Nomor 2,  2016 

e-ISSN : 2502-5171 
 

1 
 

PENGARUH PENGAWASAN DEWAN, PEMAHAMAN PERATURAN  

DAN UNDANG – UNDANG TERHADAP PENGELOLAAN 

 KEUANGAN DAERAH DENGAN GOOD GOVERNMENT  

GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
 

 

Sunartin  
Mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Halu Oleo, Kendari 

Email :  

 

Andi Basru Wawo 

Universitas Halu Oleo, Kendari 

 

 Husin 

Universitas Halu Oleo, Kendari 
 

-Abstaract 

The Effect of Board Supervision of Rules and Laws Understanding on the Management 

of Local Finance with Good Government Governance as an Intervening Variable (A Study of 

SKPD in South Konawe Regency).”Supervised by Andi Basru Wawo, as Supervisor I, and 

Husin, as Supervisor II. 

This study aimed to analyze the effect of board supervision and understanding of rules 

and laws on the management of local finance with good government governance as an 

intervening variable. The study was a causal research and the objects of the study were 31 

SKPD in South Konawe regency. Data were collected using a questionnaire. The data were 

analyzed using a technique of path analysis on the SPSS version 20. 

Result of partial analysis showed that board supervision had a positively significant 

effect on good government governance, understanding of rules and laws had a positively 

significant effect on good government governance,board supervision had a positively 

significant effect on the management of local finance, understanding of rules and laws had a 

positively insignificant effect on the management of local finance, good government 

governance could act as an intervening variable in the relationship between board 

supervision, understanding of rules and laws, and the management of local finance. 

 

Keywords: Board Supervision, Understanding Of Rules And Laws, Good 

Governmentgovernance, The Management Of Local Finance 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment Governance) merupakan isu 

aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.  Pemerintahan yang baik dapat 

meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar good governance pada sektor publik. Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan 
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serta ekonomi yang dibawa oleh arus informasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam 

terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance) (Coryanata, 

2007). Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan 

untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu  mendukung  kelancaran  dan  

keterpaduan  pelaksanaan  tugas  serta fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan, 

dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.  Tuntutan ini perlu dipenuhi dan 

disadari langsung oleh para pelaksana pemerintah daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang 

baik adalah bertumpu pada tiga kategori yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, ketiga 

kategori tersebut harus bekerja secara sinergis, yang berarti  diharapkan mampu menjalankan  

perannya  dengan  optimal  agar  pencapaian  tujuan  berhasil dengan efektif. Dalam 

pelaksanaannya proses penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Kepala Daerah menyusun 

rancangan kebijakan umum APBD perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2009. 

Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan 

Eksekutif daerah.  Peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol 

kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 

tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa : 1) pengawasan 

atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksa 

eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Hasil penelitian menurut Pramita dan Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan 

dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah  (APBD)  

menunjukan  hubungan  yang positif  signifikan,  interaksi  antara pengetahuan  dewan 

tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dengan komitmen organisasi yang 

kuat terhadap tanggung jawab yang diamanahkan kepada anggota dewan, motivasi yang 

timbul untuk menyelesaikan tugas yang diembannya semakin tinggi. Penelitian  Ruspina 

(2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara  

pengelolaan  keuangan daerah dan penerapan good  governance. Penelitian Adi Wiratno, 

Umi Pratiwi dan Nurkhikmah (2013) komitmen organisasi berpengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap penerapan good governance, ini menunjukan bahwa komitmen organisasi 

memberikan kontribusi yang  signifikan  terhadap penerapan  good governance. Penelitian 

Simson et.al (2007) meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan 

publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan  keuangan  

daerah,  penelitian ini di lakukan pada kabupaten se Provinsi Papua. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi  antara  pengetahuan  dewan tentang 

anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengawasan APBD. Fenomena yang terjadi pengawasan dewan belum memahami  

pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman peraturan perundang-undangan. 
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2. KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
 

Pengawasan Dewan dan Good Government Governance 

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002, Indradi, 2001; Syamsiar, 

2001;Sutarnoto, 2002), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga tranparansi APBD sebagai 

bagian akuntabilitas sektor publik sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan bersih. Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang 

pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan pemeriksaan  eksternal  terhadap 

pelaksanaan good governance. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan 

DPRD memiliki pengaruh positif   signifikan   terhadap   pelaksanaan good governance, 

pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  pelaksanaan   good  

governance dan pemeriksaan eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

pelaksanaan good governance. Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat   

daerah   (SKPD)  kota  padang yang berjumlah 42 SKPD. Untuk sampelnya, digunakan 

teknik pemilihan sampel total sampling.  Pengawasan DPRD tersebut harus sudah dilakukan 

sejak tahapan perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan  dan  pelaporan  saja. Apabila 

DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka akan sangat mungkin pada saat pelaksanaan 

akan banyak mengalami penyimpangan (Wahyudi : 2009).     Jika dalam pelaksanaan 

anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintahan akan sulit untuk 

dicapai dengan   kata   lain   good   governance tidak akan terlaksana.  

H1      :  Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government 

governance 

Pemahaman Peraturan  perundang-undangan  dan Good Government Governance 

Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang 

baik (good governance). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan 

pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk 

terciptanya good governance pada pemerintahan daerah. Adanya peraturan dan undang-

undang juga berpengaruh terhadap perilaku organisasional karena besarnya eksistensi dari 

organisasi dan hal tersebut berhubungan dengan kegiatan harian dalam kerangka peraturan 

yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.  Semakin paham anggota 

dewan terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang keuangan daerah (APBD) maka 

anggota DPRD tersebut akan semakin kapabel dalam melakukan pengawasan keuangan 

daerah (APBD). Sehingga dapat dirumuskan bahwa pemahaman dewan terhadap peraturan, 

prosedur dan kebijakan yang ada berpengaruh positif terhadap kapabilitas anggota DPRD 

dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). 

H2    : Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Good Government Governance 

Pengawasan Dewan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir,M (2007), menyimpulkan 

bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
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Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang 

anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan 

keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. 

Faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan 

yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, 

diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Achmadi (2002) 

dalam   Coryanata   (2007)   menyebutkan   bahwa   partisipasi   masyarakat merupakan kunci 

sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek 

pengawasan dan aspirasi. 

H3     : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan 

daerah 

Pemahaman Peraturan  Perundang-undangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sistem  hukum  yang dianut  dalam  sistem  akuntansi sektor  publik  adalah sistem 

civil law,  dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat 

dalam bentuk peraturan perundangan. Aparat publik diwajibkan untuk mentaati peraturan 

perundangan yang berlaku. Dalam  penelitiannya,  Soleman  (2007),  Sumiati  (2012),  dan  

Robbyta (2013)  membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah. 

H4      : Pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengelola keuangan daerah 

Pengawasan Dewan, Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang     terhadap 

Pengelolaan Keuangan Daerah  
Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopahan (2003) mengenai pengaruh partisipasi 

masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan 

tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah; penelitian dilakukan di Malang 

Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh 

yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran 

maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu interaksi pengetahuan 

anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD 

yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.  

H5      :  Pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengelola keuangan daerah melalui good government 

governance 

3. METODE PENELITIAN 
 

Populasi dan Sampel  
Populasi penelitian adalah keseluruhan pengelola keuangan daerah di masing-masing 

SKPD di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 93 orang. 
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Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas atau Kepala Badan, Kepala Bagian 

Keuangan dan perencanaan, Pejabat Pelaksana  Teknik Kegiatan (PPTK).    

 
Jenis dan  Sumber Data  

Pada umumnya dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu: 

Data kualitatif  yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka, 

namun  karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif 

umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut , dimana caranya dengan 

mengklasifikasikan dalam bentuk kategori (Mudrajad Kuncoro, 2009:145). Dalam penelitian 

ini, data kualitatifnya berupa uraian penjelasan dari variabel dan objek penelitian dan juga 

pernyataan dalam kuisioner yang akan diklasifikasikan  ke dalam kategori menggunakan 

skala likert. 

Data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik/angka (Mudrajad 

Kuncoro, 2009:145). Data kuantitatif dalam  penelitian ini adalah jawaban responden atas 

pernyataan kuisioner yang diukur menggunakan skor dari skala likert.  

 

Sumber Data  
Ada dua sumber  data menurut Sugiyono (2012:35) yaitu : 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, 

kuesioner (daftar Pertanyaan).  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti dokumentasi 

lembaga, Biro Pusat Statistik (BPS), website.  

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden.  atas semua 

pertanyaan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert (interval 1 sampai 5). 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

secara langsung dengan responden dengan bantuan daftar pertanyaan untuk  mengumpulkan 

data primer. 

Dokumentasi adalah teknik penunjang yang digunakan untuk memperoleh data berupa 

informasi   dengan   melalui   dokumen   yang   ada   hubungannya   dengan masalah yang 

diteliti. 

 

Pengukuran Variabel 

 

Pengawasan dari DPRD 

Pengawasan dari DPRD adalah fungsi kontrol DPRD Kabupaten Konawe Selatan 

dalam  rangka kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan publik. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku  yang tertuang dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran (DPA).   Pengawasan DPRD ditentukan pada saat penyusunan,   

pengesahan,   pelaksanaan   dan   pertanggungjawaban   anggaran (APBD). 

Variabel Pengawasan dewan diukur  dengan 9 butir pertanyaan dengan menggunakan skala 

Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pengawasan dewan dan skor 
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(5) menunjukkan tingginya  pengawasan dewan. Untuk mengukur variabel ini menggunakan 

skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 

(TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 

 

Pemahaman peraturan dan undang-undang  

Adalah  kemampuan dewan dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang 

dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Variabel ini diukur dengan menanyakan 

tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang- undangan yang 

berlaku. Dengan   demikian daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif 

dan efisien serta dapat mewujudkan tata kelola  pemerintahan  yang  baik  (Good 

Governance). Variabel Pemahaman Peraturan dan undang-undang  diukur  dengan 4 butir 

pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan 

rendahnya pemahaman peraturan d a n   undang-undang dan skor (5) menunjukkan 

tingginya  pemahaman peraturan dan undang-undang. Untuk mengukur variabel ini 

menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = 

Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).  

 

Good  G o v e r n m e n t  Governance     
 Adalah  suatu tatanan kepemerintahan yang baik, dimana pemerintah tersebut bersih dari 

unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan dapat mengelola keuangannya dengan baik. 

indikator variabel yaitu : dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi,  pertanggung 

jawaban.  diukur dengan 8 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang dimulai 

dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”. 

 

Pengelolaan   keuangan   daerah    
Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisien, 

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan 

kepatutan. Indikatornya : Akuntabilitas, value for money,  kejujuran, transparansi, 

pengendalian.  diukur dengan 11 pertanyaan menggunakan 5 skala Likert, dimana yang 

dimulai dari kala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian 

Pengawasan Dewan (X1) 

 

Berdasarkan  tabel 2 (terlampir), maka diperoleh nilai rata-rata variabel X1 yaitu 

pengawasan dewan tergolong sangat kuat dengan nilai rata-rata sebesar 3,85 dengan 

persentase 77,01% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan, pelaksanaan, 

pengesahan dan pertanggungjawaban para pegawai dan pejabat pengelola keuangan di SKPD 

Kabupaten Konawe Selatan terhadap pengawasan dewan  tergolong sangat baik. Hal ini dapat 

terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu indikator penyusunan sebesar 3,88 

dengan persentase 77,50%, indikator pelaksanaan sebesar 3,89 dengan persentase 77,78%,  

indikator  pengesahan  sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%.  
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Pemahaman peraturan dan undang-undang (X2) 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 3 (terlampir) menunjukkan bahwa 

nilai persepsi responden untuk variabel pemahaman peraturan dan undang – undang  sebesar 

3,80 atau sebesar 75,97% dan sisanya sebanyak 24,03% yang berarti masih ada persepsi 

responden yang menyatakan bahwa prosedur, penetapan, pengguna masih kurang dalam 

pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun persentase kecenderungan skor jawaban 

untuk pernyataan dalam variable pemahaman peraturan dan undang-undang    sebesar 

75,97% dan termasuk dalam kategori baik. Hasil penelitian ini secara deskriptif menunjukkan 

bahwa rata-rata responden setuju  dengan pemahaman peraturan dan undang-undang, hal ini 

mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa 

dengan prosedur, penetapan, pengguna  dalam pemahaman peraturan dan undang-undang 

akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah .  

Good Government Governance (Y1)  

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 4(terlampir) menunjukkan 

bahwa nilai persepsi responden untuk variabel  good government governance sebesar 3,84 

atau sebesar 76,88% dan sisanya sebanyak 23,13% yang berarti masih ada persepsi responden 

yang menyatakan bahwa keadilan, transparansi, responsibility, akuntabilitas masih kurang 

dalam   good government governance . Adapun persentase kecenderungan skor jawaban 

untuk pernyataan dalam variable  good government governance sebesar 76,88% dan termasuk 

dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada masing-masing indikator yaitu 

indikator keadilan sebesar 3,86 dengan persentase 77,22%, indikator transparansi sebesar 

3,85 dengan persentase 76,94%,  indikator  responsibility  sebesar 3,87 dengan persentase 

77,36%. Dan  indikator akuntabilitas sebesar 3,80 dengan persentase 75,97%. Hasil penelitian 

ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju  dengan good 

government governance , hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten Konawe 

Selatan memiliki persepsi bahwa dengan  keadilan, transparansi, responsibility,akuntabilitas 

akan meningkatkan pengelola keuangan daerah. 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2) 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban pada tabel 5 (terlampir) menunjukkan 

bahwa nilai persepsi responden untuk variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,86 

atau sebesar 77,34% dan sisanya sebanyak 22,66% yang berarti masih ada persepsi responden 

yang menyatakan bahwa akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, 

pengendalian masih kurang dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun persentase 

kecenderungan skor jawaban untuk pernyataan dalam variable pengelolaan keuangan daerah 

sebesar 77,34% dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pada 

masing-masing indikator yaitu indikator akuntabilitas sebesar 3,86 dengan persentase 

77,22%, indikator value for money sebesar 3,88 dengan persentase 77,64%,  indikator   

kejujuran  sebesar 3,85 dengan persentase 76,94%, indikator transparansi sebesar 3,89 

dengan persentase 77,87%, indikator  pengendalian 3,84 dengan persentase 76,81%. Variabel 

pengelolaan keuangan daerah (Y2) disajikan dalam instrumen pertanyaan akuntabilitas yaitu 

pertanyaan 1 - 2. Hal ini berarti, mereka setuju untuk mengetahui standar operasional 

prosedur , dan  setuju dalam kejujuran dan integritas dalam bekerja. Untuk indikator  value 

for money  responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 3-4, Rata-rata responden 
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menjawab setuju . Artinya, responden menilai bahwa pengelolaan keuangan secara ekonomis, 

efektif, efisien. Dan setuju ,artinya  anggaran hrs termanfaatkan. Untuk  indikator  kejujuran 

responden yang dapat dilihat dalam item pertanyaan 5-6, Rata-rata responden menjawab 

setuju . Artinya, responden menilai bahwa tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk 

apapun yang bukan haknya. Dan setuju ,artinya  harus taat pada peraturan-peraturan.  Hasil 

penelitian ini secara deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju  dengan 

pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pada SKPD Kabupaten 

Konawe Selatan memiliki persepsi bahwa dengan   akuntabilitas, value for money, kejujuran, 

transparansi, pengendalian akan meningkatkan pengelola keuangan daerah. 

Hasil Statistik Inferensial 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil  uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada table 6 (terlampir) menunjukkan 

hasil uji validitas dari seluruh instrument memiliki nilai signifikan dari seluruh instrument 

berada di bawah α = 0,05 yaitu 0,000, jadi dapat diartikan semua item pertanyaan yang 

digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini adalah valid dan selanjutnya layak 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari 

seluruh item pertanyaan yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian ini masih beada 

di atas Cronbach alpha ≥ 0,60 yang berarti semua item pertanyaan yang dijadikan sebagai 

instrument adalah reliable (dapat dipercaya keandalannya). Hasil uji validitas dan reliabilitas 

instrument penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan 

adalah valid dan reliable. Oleh karena itu, kuisioner yang digunakan layak sebagai instrument 

untuk melakukan pengukuran setiap variable.  

Hasil Uji Analisis Faktor (Confirmatory Factor Analysis 

Analisis Faktor Pengawasan Dewan (X1) 

 

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 7 (terlampir) ,diketahui bahwa keempat 

indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengawasan dewan dengan nilai 0,000 

artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengawasan dewan, jika dilihat dari  uji 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0,788 di 

atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling besar 

membentuk adalah pertanggungjawaban (X1.4) sebesar 0,863 merupakan indikator yang 

dominan membentuk variabel pengawasan dewan sedangkan indikator lainnya secara 

berurutan yaitu pengesahan (X1.3) dengan nilai 0,855, penyusunan (X1.1) dengan nilai 0,796, 

pelaksanaan (X1.2) dengan nilai 0,768. Adapun analisis faktor yang paling dominan 

membentuk pengawasan dewan adalah indikator pertanggungjawaban dengan Loading 

Factor sebesar 0,863. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pertanggungjawaban yang baik 

dapat meningkatkan pengawasan dewan pada SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Walaupun 

demikian, indikator atau faktor lain yang membentuk pengawasan dewan seperti penyusunan, 

pelaksanaan dan pengesahan  juga tidak dapat diabaikan begitu saja, tanpa penyusunan  maka 

pengelola keuangan akan sulit menyelesaikan pekerjaannya, pelaksanaan dan pengesahan 

yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan, menatausakan dan 

mempertanggungjawabkan  sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Analisis Faktor Pemahaman Peraturan dan Undang-Undang (X2) 

 

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 8 (terlampir) ,diketahui bahwa  indikator 

tersebut adalah sangat signifikan membentuk variabel pemahaman peraturan dan undang-

undang dengan nilai 0,000 artinya tingkat signifikan keseluruhan indikator pemahaman 

peraturan dan undang-undang, jika dilihat dari  uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO MSA) diperoleh nilai 0, 748 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa 

dilanjutkan ke indikator dari variabel pemahaman peraturan dan undang-undang. Adapun 

analisis faktor yang paling dominan membentuk pemahaman peraturan dan undang-undang 

adalah indikator memahami peraturan dengan Loading Factor sebesar 0,882. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam pemahaman peraturan dan undang-undang dibutuhkan 

pemahaman peraturan  yang akurat dan baik, sehingga informasi dan laporan keuangan yang 

dihasilkan juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Analisis Faktor Good Government Governance (Y1)  

 

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 9 (terlampir), diketahui bahwa keempat 

indikator tersebut signifikan membentuk variabel good government governance dengan nilai 

0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator good government governance , jika 

dilihat dari  uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh 

nilai 0,738 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling 

besar membentuk responsibility adalah  (Y1.3) sebesar 0,852 merupakan indikator yang 

dominan membentuk variabel good government governance sedangkan indikator lainnya 

secara berurutan yaitu keadilan (Y1.1) dengan nilai 0,824, transparansi (Y1.2) dengan nilai 

0,785, akuntabilitas (Y1.4) dengan nilai 0,73. Adapun analisis faktor yang paling dominan 

membentuk good government governance adalah indikator responsibility dengan Loading 

Factor sebesar 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa good government governance mampu 

memberikan informasi yang akuntabel,efisien,ekonomis,efektif dalam pengambilan 

keputusan sehingga pengelolaan  keuangan dapat dikatakan berkualitas. Good government 

governance juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti keadilan, transparansi,  dan 

akuntabilitas, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 

 

Analisis Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah (Y2) 

 

 Hasil uji analisis faktor dapat dilihat ditabel 10 (terlampir), diketahui bahwa kelima 

indikator tersebut signifikan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah dengan nilai 

0,000 artinya tingkat signifikansi keseluruhan indikator pengelolaan keuangan daerah, jika 

dilihat dari  uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) diperoleh 

nilai 0,674 di atas 0,50 artinya proses analisis bisa dilanjutkan. Analisis faktor yang paling 

besar membentuk adalah pengendalian (Y2.5) sebesar 0,814 merupakan indikator yang 

dominan membentuk variabel pengelolaan keuangan daerah sedangkan indikator lainnya 

secara berurutan yaitu transparansi (Y2.4) dengan nilai 0,765, akuntabilitas (Y2.1) dengan nilai 

0,753, kejujuran (Y2.3) dengan nilai 0,750, value for money (Y2.2) dengan nilai 0,749. Adapun 

analisis faktor yang paling dominan membentuk pengeloaan keuangan daerah adalah 

indikator pengendalian dengan Loading Factor sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan pengendalian yang baik dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada 
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SKPD Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah mampu memberikan informasi yang akuntabel,efisien,ekonomis,efektif dalam 

pengambilan keputusan sehingga pengelolaan  keuangan dapat dikatakan berkualitas. 

Pengelolaan keuangan daerah juga ditentukan oleh faktor atau indikator lain seperti 

akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi  yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 

 

Hasil Uji Analisis Regresi 

Koefisien Determinasi dan Korelasi 

 

Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variable 

pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang mempengaruhi good 

government governance dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel  11 yaitu sebesar 0,766 

artinya kontribusi variable pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undang-undang 

terhadap good government governance adalah sebesar 76,6% , sedangkan sisanya yaitu 

23,4% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

 Nilai koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel 

pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang dan  good government 

governance mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel  11  yaitu sebesar 0,734 artinya kontribusi variable pengawasan dewan , 

pemahaman peraturan dan undang-undang , good government governance terhadap 

pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 73,4% , sedangkan sisanya yaitu 26,6 % 

ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi atau tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Nilai koefisien korelasi (R) masing-masing 0,875 yang artinya bahwa keeratan 

hubungan langsung variabel X1 , X2 terhadap Y1 adalah sebesar 87,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan , pemahaman peraturan dan undang-

undang terhadap good government governance  dikategorikan sangat kuat dan 0,857dapat 

diartikan bahwa keeratan hubungan langsung variable X1,X2,Y1  terhadap Y2 adalah sebesar 

85,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara pengawasan dewan, 

pemahaman peraturan dan undang-undang, good government governance  terhadap 

pengelolaan keuangan daerah dikategorikan sangat kuat.    nilai koefisien korelasi (r) untuk 

menyatakan keeratan hubungan langsung variable X1 (pengawasan dewan) terhadap Y1 (good 

government governance) adalah sebesar 0,827 atau 82%, variabeL X2 (pemahaman peraturan 

dan undang-undang) terhadap Y1 (good government governance) adalah sebesar 0,838 atau 

83% . nilai koefisien korelasi (r) untuk menyatakan keeratan hubungan langsung variable X1 

(pengawasan dewan) terhadap Y2 (pengelolaan keuangan daerah) adalah sebesar 0,839 atau 

83,9%, variable X2 (pemahaman peraturan dan undang-undang) terhadap Y2 (pengelolaan 

keuangan daerah) adalah sebesar 0,766 atau 76,6%  dan variable Y1  (good government 

governance) terhadap Y2 (pengelola keuangan daerah) adalah sebesar 0,782 atau 78,2%. 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 

Hasil pengujian dari X1 (Pengawasan dewan), X2 (pemahaman peraturan dan undang-

undang),  terhadap Y1 (good government governance) adalah sebagai berikut: 
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1. Pengawasan dewan (X1) 

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar  0,000  <  0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Pengawasan dewan  berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap good government governance“diterima” serta dapat dikatakan bahwa 

pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap good government 

governance.  

2. Pemahaman peraturan dan undang-undang (X2) 

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,000 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis kedua yang menyatakan pemahaman peraturan dan undang-undang  

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap good government governance “diterima” 

serta dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap good government governance. 

Hasil pengujian dari X1 (pengawasan dewan), X2 (pemahaman peraturan dan undang-

undang) ,  Y1 (good government governance)  terhadap Y2 (pengelolaan keuangan daerah) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Dewan (X1) 

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,000 <  0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis ketiga yang menyatakan Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap pengelolaan keuangan daerah “diterima” serta dapat dikatakan bahwa 

pengawasan dewan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. 

2. Pemahaman peraturan dan Undang-Undang (X2) 

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,212 > 0,05, maka H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis keempat yang menyatakan pemahaman peraturan dan undang-undang 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pengelola keuangan daerah “ditolak” serta 

dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.  

3. Good Government Governance(Y1) 

Tingkat signifikan t (t-sig) sebesar 0,033 < 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis kelima yang menyatakan good government governance berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap pengelolaan keuangan daerah“diterima” serta dapat dikatakan bahwa 

good government governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 

Hasil Uji Secara Simultan 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS pada tabel 12, diperoleh 

signifikan f (f-sig) sebesar 0,000 < α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang secara simultan berpengaruh terhadap 

good government governance . Pada tabel 12, diperoleh signifikan f (f-sig) sebesar 0,000 < α 

= 0,05, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-

undang, good government governance secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 
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Pembahasan Hipotesis 1 

 

Pengawasan dewan dalam penelitian ini diukur dengan indikator penyusunan, 

pelaksanaan, pengesahan dan pertanggungjawaban. Kemudian, responden memberikan 

jawaban setuju untuk indikator penyusunan, pelaksanaan , pengesahan dan 

pertanggungjawaban serta rata-rata memilih jawaban setuju untuk semua indikator . Hal ini 

berarti  pengawasan dewan tersebut akan semakin baik . hipotesis ini   berarti bahwa 

Pengawasan dewan  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap good government 

governance“diterima” serta dapat dikatakan bahwa pengawasan dewan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap good government governance.  

Rozalina (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan DPRD, 

pengendalian internal, dan pemeriksaan  eksternal  terhadap pelaksanaan good governance. 

Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan DPRD memiliki pengaruh positif   

signifikan   terhadap   pelaksanaan good governance, pengendalian internal memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap  pelaksanaan   good  governance dan pemeriksaan 

eksternal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan good governance. 

Objek penelitian adalah seluruh satuan kerja perangkat   daerah   (SKPD)  kota  padang 

yang berjumlah 42 SKPD. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha 

(2011) tentang Hubungan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip   Good   

Government   Governance,   yang menunjukkan   bahwa   terdapat   hubungan   yang positif 

dan signifikan dari pengelolaan keuangan daerah dengan good governance. 

 

Pembahasan Hipotesis 2 

 

Fakta empiris dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap good government 

governance.  Maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-

undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government governance dapat 

diterima. Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang 

baik (good governance). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan 

pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk 

terciptanya good governance pada pemerintahan daerah. Pengawasan fungsional salah 

satunya untuk melihat apakah pelaksanaan  pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai 

dengan perencanaan dan peraturan perundang – undangan atau tidak   (Nawawi   ,   2002).   

Penatausahaan   merupakan   sebuah   sistem   prosedur dilaksanakan yang pada akhirnya 

akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat waktu, relevan dan bisa diandalkan. 

Namun pada dasarnya dalam setiap penyelenggaraan good governance, paling tidak ada 

sejumlah prinsip – prinsip yang melandasi good governance yaitu, akuntabilitas, 

transparansi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai good governance (Rosjidi, 2001) 

Pembahasan Hipotesis 3 

 

Dari hasil uji analisis faktor diperoleh bahwa faktor atau indikator yang paling mendominasi 

dalam membentuk variabel pengawasan dewan adalah indikator “pertanggungjawaban. 

Dalam penelitian ini pegawai dan pejabat pengelola keuangan pada SKPD Kabupaten 

Konawe Selatan menunjukkan bahwa keempat penilaian tersebut telah diterapkan dengan 

baik dan sesuai dengan hasil yang didapat dilokasi penelitian. Hal ini tidak terlepas dari peran 
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pengawasan dewan dan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pengawasan  yang 

baik dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan Werimmon, Ghozali dan Nazir,M (2007), 

menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa interaksi pengetahuan 

anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan 

terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman 

politik dan sifat pemilih.  

Werimmon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 

pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi 

kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan 

dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).Hasil ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) tentang Hubungan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Prinsip   Good   Government   Governance,   yang 

menunjukkan   bahwa   terdapat   hubungan   yang positif dan signifikan dari pengelolaan 

keuangan daerah dengan good governance. 

Pembahasan Hipotesis 4 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa  pemahaman peraturan dan undang-undang 

berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pengelolaan keuangan daerah “ditolak” serta 

dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan dan undang-undang berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam  penelitiannya,  Soleman  

(2007),  Sumiati  (2012),  dan  Robbyta (2013)  membuktikan bahwa ketaatan pada 

peraturan perundangan mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas  

kinerja  instansi  pemerintah daerah. Fakta juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi 

anggota DPRD adalah untuk membuat dan melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah itu 

sendiri, sehingga posisi DPRD diartikan sebagai posisi politik. Sehingga adanya peraturan, 

prosedur dan kebijakan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan 

daerah atau APBD (Witono dan Baswir, 2003). 

Pembahasan Pengaruh Tidak Langsung 

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pengaruh pengawasan dewan 

terhadap good government governance adalah 0,431, sedangkan besarnya pengaruh good 

government governance  terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397 . 

Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pengawasan dewan terhadap pengelolaan 

keuangan daerah melalui good government governance adalah sebesar 0,171 yang 

menunjukkan bahwa adanya variable good government governance sebagai variabel 

intervening berpengaruh positif dan signifikan antara hubungan pengawasan dewan  terhadap 

pengelolaan keuangan daerah. Atau dapat dikatakan good government governance  tidak 

mampu  bertindak sebagai variable intervening terhadap hubungan pengawasan dewan 

dengan  pengelolaan keuangan dewan. 

Pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang  terhadap good government 

governance  adalah 0,489, sedangkan besarnya pengaruh good government governance 

terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,397. Dengan demikian dapat 
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diketahui pengaruh pemahaman peraturan dan undang-undang terhadap pengelolaan 

keuangan daerah melalui good government governance adalah sebesar 0,194 yang 

menunjukkan bahwa adanya variable good government governance sebagai variable 

intervening berpengaruh antara hubungan pemahaman peraturan dan undang-undang 

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

 

5. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan  hasil analisis  sebagaimana telah diuraikan sebelumnya , maka penelitian 

ini adalah sebagai berikut : Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

good government governance. Ini menunjukkan dengan tingginya pengawasan dewan maka 

akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang relevan. 

Pemahaman peraturan dan undang-undang  berpengaruh positif dan signifikan terhadap good 

government governance, ini menunjukkan dengan tingginya pemahaman peraturan dan 

undang-undang  maka akan meningkatkan informasi yang memfasilitasi pembuatan 

keputusan yang relevan. Pengawasan dewan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

pengelolaan keuangan daerah, ini menunjukkan  bahwa ketika pengawasan dewan tinggi, 

maka  pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Pemahaman peraturan dan undang-

undang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, 

artinya pemahaman peraturan dan undang-undang meningkat, maka sebagai individu juga 

akan semakin  meningkat tetapi peningkatan itu tidak signifikan. Good government 

governance mampu  bertindak sebagai variable intervening yang memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan  dari  pengawasan dewan, pemahaman peraturan dan undang-undang  

terhadap  pengelolaan keuangan daerah, artinya makin baik pengawasan dewan , pemhaman 

peraturan dan undang-undang memberikan dampak memperbaiki good government 

governance yang pada gilirannya akan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. 
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